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P  U  T  U  S  A  N  

NOMOR :  20 /  G.TUN /  2011 /  PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  ta ta  usaha  negara  pada  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa  te l ah  menja tuhkan  Putusan  

dengan  per t imbangan- per t imbangan  sebaga imana  te r ura i  d i  

bawah in i ,  da lam perkara  anta ra  :

1. ABISAI  ROLLO,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker j aan  

Anggota  DPRD Kota  Jayapura ,  Ber tempat  t i ngga l  

d i  Ja lan  Tuar tebe r i ,  Komp.  BTN  Bumi  

Cenderawas ih  Damai  No.  B 17,  Kelu rahan  Vim,  

Kota  Jayapura  ;

2. REYNEILDA  M.  KAISIEPO,  S.Si . ,  M.Th. ,  Kewarganegaraan  

Indones ia ,  Peker j aan  Swasta ,  Ber tempat  

t i ngga l  d i  Ja lan  Proyek  Perumnas  I I ,  

Kelu rahan  Yabansa i ,  Kota  Jayapura  ;

3. Drs.  JAN  HENDRIK  HAMADI,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Pegawai  Neger i  Sip i l  (PNS) ,  

Ber tempat  t i ngga l  d i  Ja lan  Raya  Ent rop ,  

Dis t r i k  Jayapura  Sela tan ,  Kota  Jayapura  ;

4. Dra.  LIEVELIEN LOUISA ANSANAY,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Pegawai  Neger i  Sip i l  (PNS) ,  

Ber tempat  t i ngga l  d i  Ja lan  KRI  Macan  Tutu l  

No.  7B,  Dok.  V,  Kota  Jayapura  ;

Dalam hal  in i  member ikan  Kuasa  kepada  ZAINAL 

SUKRI,  S.H. ,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Advokat  Pada  Kanto r  Advokat  dan 

Konsu l t an  Hukum ZAINAL SUKRI,  S. H.  DAN REKAN,  

Ber tempat  t i ngga l  d i  Jalan  Raya  Kelapa  Dua 

No.  26 Ent rop ,  Dis t r i k  Jayapura  Sela tan ,  Kota  

Jayapura ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  20  Maret  2011  ;

Hal .  1 dar i  35 Hal .  Putusan  No.  20/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  PARA 

PENGGUGAT ;

M E L A W A N   :

KOMISI  PEMILIHAN UMUM (KPU)  PROVINSI  PAPUA,  Tempat  Kedudukan  

Ja lan  SD  Soas iu  Dok  I I ,  Kota  Jayapura ,  

Prov ins i  Papua  ;

Dalam  hal  in i  member ikan  Kuasa  kepada  BUDI 

SETYANTO,  S.H.  dan  HERMAWATI  KOENTARIANI ,  

S.H. ,  Keduanya  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Advokat ,  Ber tempat  t i ngga l  d i  Ja lan  

Karang  No.  8  Waena,  Dis t r i k  Heram,  Kota  

Jayapura ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  26  Mei  2011  ;

Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  TERGUGAT ;

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  te rsebu t ,  te l ah  

membaca :

1. Surat  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jayapura  Nomor  :  20/PEN.MH/2011/PTUN.JPR  Tangga l  

07  Apr i l  2011  ten tang  Penunjuk kan  Maje l i s  Hakim ;

2. Surat  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Nomor  :  

20/PEN- PP/201 1/PTUN.JPR  Tangga l  07  Apr i l  2011 

ten tang  Har i  Pemer iksaan  Pers iapan  ;

3. Surat  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Nomor  :  

20/P en.HS/201 1/PTUN.JPR  Tangga l  11  Mei  2011 

ten tang  Har i  Sidang  ;

4. Telah  membaca  dan  memer iksa  berkas  perkara  ;
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG DUDUK PERKARA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Para  Penggugat  te l ah  mengajukan  gugatan  

te r t angga l   28  Maret   2011,   yang   d ida f t a r kan  di  

Kepani te r aan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  pada 

tangga l  29  Maret  2011 dalam  Regis te r  Perkara  Nomor  :  

20/G.TUN/2011/PTUN.JPR,  te l ah  mela lu i  Pemer iksaan  Pers iapan ,  

gugatan  Para  Penggugat  te l ah  disempurnakan  dan  di t e r ima  oleh  

Maje l i s  Hakim  pada  tangga l  12  Mei  2011  yang  is i  gugatannya  

ada lah  sebaga i  ber i ku t  ;

1. Bahwa Tergugat , t e l a h  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Prov ins i  Papua   No.04  Tahun  2011,  

Tentang  Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  Antar  Waktu  

Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum  Kota  Jayapura  ;

2. Bahwa para  Penggugat  baru  mengetahu i  adanya  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  yang  dike lua r kan  o leh  Tergugat ,  

mela lu i  har ian  Cendrawas ih  Pos  te rb i t a n  har i  Senin ,  

pada  tangga l   31  Januar i  2011  ten tang  Pemberhent i an  5 

( l ima )  Anggota  KPU  Kota  Jayapura ,  seh ingga  sesua i  

dengan  keten tuan  Pasa l  55 Undang- Undang No.5  Tahun  1986  

jo  Undang- Undang  No.51  Tahun  2009,  ten tang  Perubahan  

kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  maka  gugatan  dia j ukan  

masih  da lam  tenggang  waktu  90  har i  sebaga imana  yang  

te lah  di ten tukan  ;

3. Bahwa  obyek  sengke ta  merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  yang  te l ah  bers i f a t  konkre t , I n d i v i d ua l , d an  f i na l  

dan  menimbulkan  kerug ian  bag i  kepent i ngan  para  

Pengggugat  seh ingga  perbua tan  Tergugat ,  te lah  memenuhi  

keten tuan  Pasa l  1 angka  9 Undang- Undang No 5 Tahun 1986  

jo  Undang- Undang  No.51  Tahun  2009  ya i t u  bers i f a t  

Hal .  3 dar i  35 Hal .  Putusan  No.  20/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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konkr i t ,  ind i v i dua l , dan  f i na l  yang  dapat  menimbulkan  

kerug ian  dan  ak iba t  hukum  bag i  Para  Penggugat  ;

4. Bahwa  Keputusan  Terguga t  aquo,  d ianggap  dapat  

menimbulkan  kerug ian  bag i  Para  Penggugat  karena  dalam 

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dike lua rkan  oleh  

Tergugat  te rdapa t  nama  Pro f .  Dr .  La  Pona,  M.Si .  yang  

merupakan  Anggota  Bidang  Pengga langan  Massa  dar i  Tim 

Kampaye  Pasangan  Drs .  Benhur  Tomi  Mano,  M.M.  dan  Dr.  

Nur  Alam,  S.E. ,  M.Si .  (BTM)  pada  proses  Pemi l i han  

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  kemar in  ;

5. Bahwa keberadaan  Sdr .  Prof .  Dr .  La  Pona,  M.Si .  sebaga i  

Anggota  Bidang  Penggalangan  Massa  te r t uang  dalam Sura t  

Keputusan  Koal i s i  Bangk i t  te rus  membangun  tangga l  22  

Maret  2010,  Nomor  :  002/A /K- BTM/I I I / 2 010  Tentang  ;  TIM 

KAMPANYE PEMILUKADA KOTA JAYAPURA PERIODE 2010- 2015,  

TIM  SUKSES KOALISI  BANGKIT  DAN TERUS MEMBANGUN KOTA 

JAYAPURA,  yang  kemudian  dalam  k la r i f i k a s i  pada  KPU 

Prov ins i  Papua pada  tangga l  09 Februar i  2011  dinya takan  

bahwa  te rhadap  Sura t  Keputusan  te lah  di rev i s i  pada  

tangga l  21 Ju l i  2010  dengan  Sura t  Keputusan  No.005 /A /K -

BTM/VI I / 2010  ;

6. Bahwa te rhadap  k la r i f i k a s i  o leh  Tim  Kampanye  Pasangan  

Drs  Drs .  Benhur  Tomi  Mano,  M.M.  dan Dr.  Nur  Alam,  S.E. ,  

M.Si .  (BTM)  kepada  Terguga t  pada  tangga l  09  Februar i  

2011  aquo.Maka  oleh  Pani t i a  Pengawas  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  Kota  Jayapura  dengan  Sura t  te r t angga l  11  

Februar i  2011,  Nomor  :  176/PANWASLU-KJPR/ I I / 2 011 ,  

menyura t i  KPU Kota  Jayapura  memper tanyakan  apakah  Sura t  

Keputusan  Tim Kampanye  Pasangan  Drs .  Benhur  Tomi  Mano,  

M.M.  dan  Dr.  Nur  Alam,  S.E. ,  M.Si .  (BTM)  Nomor  :  

005/A /K- BTM/VI I / 2010  tangga l  21  Ju l i  2010  apakah  benar  

di t e r ima  oleh  KPU  Kota  Jayapura  ;
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7. Bahwa atas  Sura t  dar i  Pani t i a  Pengawas  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  Kota  Jayapura  te r t angga l  11  Februar i  

2011,  Nomor  :  176/PANWASLU  -  KJPR/ I I / 2011 ,  te lah  

di j awab  oleh  KPU Kota  Jayapura  dengan  Sura t  te r t angga l  

11  Februar i  2011  Nomor  :  010/KPU  -  KOT-JPR/ I I / 2 011 ,  

yang  is i n ya  secara  tegas  menyatakan  bahwa  KPU Kota  

Jayapura  t i dak  pernah  mener ima  Sura t  Keputusan   rev i s i  

sebaga imana  dimaksudkan  oleh  Tim Kampanye  Pasangan  Drs .  

Benhur  Tomi  Mano,  M.M.  dan  Dr.  Nur  Alam,  S.E. ,  M.Si .  

(BTM)  Nomor  :  005/A /K- BTM/VI I / 2010  tangga l  21 Ju l i  2010  

;

8. Bahwa berdasarkan  Sura t  jawaban  dar i  KPU Kota  Jayapura ,  

maka Pani t i a  Pengawas  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Kota  

Jayapura  dengan  Sura t  te r t angga l  16  Februar i  2011,  

Nomor  :  177/PANWASLU -  KJPR/ I I / 2011 ,  te lah  menyura t i  

KPU  Prov ins i  Papua  untuk  mempert imbangkan  sta tus  

Keanggotaan  Prof .  Dr .  La  Pona,  M.Si . ,  pada  KPU Kota  

Jayapura  karena  yang  bersangku tan  ada lah  Anggota  Bidang  

Pengga langan  Massa  pada  Tim  Kampanye  Pasangan  Drs .  

Benhur  Tomi  Mano,  M.M.  dan  Dr.  Nur  Alam,  S.E. ,  M.Si .  

(BTM)  ;

9. Bahwa  Terguga t  t i dak  pernah  mempert imbangkan  fak ta  

temuan  yang  dikemukakan  o leh  Pani t i a  Pengawas  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  Kota  Jayapura  dan  Sura t  KPU Kota  

Jayapura  yang  menyatakan  t i dak  pernah  mener ima  Sura t  

Keputusan  Revis i  Tim Kampanye  Pasangan  Drs .  Benhur  Tomi  

Mano,  M.M.  dan  Dr.  Nur  Alam,  S.E. ,  M.Si .  (BTM),  

seh ingga  para  Penggugat  sangat  berkebera tan  dan  merasa  

di rug i kan  karena  baga imana  mungkin  berharap  mendapat  

per lakuan  yang  adi l  dan  net ra l  da lam  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  Kota  Jayapura  (u langan)  sesua i  dengan  

Keputusan  Mahkamah Konst i t u s i  Republ i k  Indones ia ,  j i k a  

yang  memimpin  Ins t i t u s i  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  Kota  Jayapura  ada lah  Anggota  Bidang  

Hal .  5 dar i  35 Hal .  Putusan  No.  20/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Pengga langan  Massa  dar i  Pasangan  Baka l  Calon  peser ta  

la i nnya  ;

10. Bahwa Pemi l i han  Kepala  Daerah  Kota  Jayapura  yang  akan  

di l akukan  nant i  adalah  bag ian  yang  tak  te rp i sahkan  

dengan  Pemi l i han  Kepala  Daerah  Kota  Jayapura  yang  la l u  

karena  di l akukan  berdasarkan  Keputusan  Mahkamah 

Konst i t u s i  Republ i k  Indones ia ,  No.196,  197,  198?  

PHPU.D- VI I I / 2 010  yang  memutuskan  di l akukan  Pemi l i k ada  

ulang  di  Kota  Jayapura ,  seh ingga  keberadaan  Sdr .  Prof .  

Dr .  La Pona,  M.Si . ,  sebaga i  Anggota  Bidang  Penggalangan  

Massa dar i  Tim Kampanye  Pasangan  Drs .  Benhur  Tomi  Mano,  

M.M.  dan  Dr.  Nur  Alam,  S.E. ,  M.Si .  (BTM),  pada  Pi l kada  

la l u  sangat  t i dak  fa i r  j i ka  pada  Pemi l i han  Kepala  

Daerah  Kota  Jayapura  (u langan)  berada  bahkan  memimpin  

KPU  Kota  Jayapura  ;

11. Bahwa keberadaan  Prof .  Dr .  La  Pona,  M.Si . ,  d i  KPU Kota  

Jayapura  untuk  melaksanakan  Pemi l i han  Kepala  Daerah  

Kota  Jayapura  (u langan)  sangat  mencedera i  rasa  kead i l an  

para  Penggugat  dan harapan  Pemi l i han  Kepala  Daerah  yang  

ber langsung  fa i r ,  ju j u r ,  ad i l ,  dan  independen  sangat  

mengkwat i r kan  dan  dapat  menimbulkan  pergesekan  dan  

konf l i k  hor i zon  dalam  masyaraka t  pendukung  pasangan  

ca lon  ;

12. Bahwa  berdasarkan  k la r i f i k a s i  o leh  Tim  Kampanye  

Pasangan  Drs .  Benhur  Tomi  Mano,  M.M.  dan  Dr.  Nur  Alam,  

S.E. ,  M.Si .  (BTM),  yang  t i dak  dapat  d ibuk t i k an  aquo,  

maka keberadaan  Prof .  Dr .  La  Pona,  M.Si . ,  d i  KPU Kota  

Jayapura  dianggap  sebaga i  bag ian  dar i  st ra t eg i  

pemenangan  Pemi lukada  dar i  lawan  pol i t i k  karena  

berhas i l  memasukan  Anggota  Bidang  Penggalangan  Massa  

pada  proses  Pemi l i han  yang  la l u  sebaga i  Pimpinan  

ins t i t u s i  Penye lenggara  Pemi l i han  Kepala  Daerah  Kota  

Jayapura  ulangan  ;
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13. Bahwa  untuk  menjaga  independens i  Anggota  KPU  dan  

te r l a ksana  Pemi lukada  Kota  Jayapura  secara  fa i r ,  ju j u r ,  

dan  adi l ,  maka  Terguga t  seharusnya  dapat  membaca 

permasa lahan  in i  dan  merespon  Sura t  dar i  Panwas 

Pemi lukada  Kota  Jayapura  karena  k la r i f i k a s i  yang  

di l akukan  oleh  Tim  Kampanye  Pasangan  Drs .  Benhur  Tomi  

Mano,  M.M.  dan  Dr.  Nur  Alam,  S.E. ,  M.Si .  (BTM),  d i  

kanto r  Tergugat  t i dak  dapat  d ibuk t i k an  karena  :

- Keten tuan  Pasa l  15 Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum 

No 68  Tahun  2007  menyatakan  bahwa Pasangan  Calon  

waj ib  mendaf ta r kan  Tim  Kampanye  kepada  KPU 

bersamaan  dengan  pendaf ta ran  kand ida t  ;

- Bahwa  Sura t  Keputusan  Tim  Kampanye  Nomor  :  

002/A /K- BTM/I I I / 2 010  Tentang  :  TIM  KAMPANYE 

PEMILUKADA KOTA JAYAPURA PERIODE 2010- 2015,  TIM 

SUKSES KOALISI  BANGKIT  DAN TERUS MEMBANGUN KOTA 

JAYAPURA benar  ada  pada  KPU Kota  Jayapura ,  namun 

Sura t  Keputusan  Revis i  dar i  Tim  Kampanye  t i dak  

pernah  diber i kan  kepada  KPU  Kota  Jayapura  ;

- Bahwa  benar  dida lam  Sura t  Keputusan  Revis i  dar i  

Tim Kampanye  Pasangan  Drs .  Benhur  Tomi  Mano,  M.M.  

dan  Dr.  Nur  Alam,  S.E. ,  M.Si .  (BTM),  t i dak  pernah  

ada  pada  KPU Kota  Jaypura  dan  Panwas  Pemi lukada  

Kota  Jayapura  ;

14. Bahwa Tergugat  da lam  melakukan  pergan t i an  anta r  waktu  

hanya  melakukan  k la r i f i k a s i  dan  konf i rmas i  pemenuhan  

syara t  sesua i  Pasal  11  Undang- Undang  No 22  Tahun  2007  

dan  kesed ian  Calon  PAW menjad i  Anggota  KPU  Kota ,  

padaha l  Terguga t  mengetahu i  dan  menyadar i  bahwa anta ra  

Sura t  Keputusan  Terguga t  No  34  Tahun  2008  Tentang  

Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  Anggota  Komis i  Pemi l i han  

Hal .  7 dar i  35 Hal .  Putusan  No.  20/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Umum Kota  Jayapura  dengan  Sura t  Keputusan  Tergugat  yang  

menjad i  obyek  sengketa  d ike lua r kan  da lam ren tang  waktu  

leb ih  dar i  2  (dua)  Tahun,  seh ingga  keberadaan  dan  

akt i f i t a s  Calon  PAW Anggota  KPU Kota  Jayapura  se lama  

leb ih  dar i  2  (dua)  tahun  in i  patu t  d i te l usu r i  demi  

menjaga  independens i  KPU  Kota  Jayapura  sebaga i  

Penye lenggara  Pemi l i han  Umum  Kepala  Daerah  ;

15. Bahwa Tergugat  se layaknya  melakukan  k la r i f i k a s i  dengan  

mengacu  pada  Pasa l  – Pasa l  Pera tu ran  KPU Nomor  13 Tahun  

2007  Tentang  Pedoman Pelaksanaan  Seleks i  dan  Penetapan  

Anggota  KPU Prov ins i  dan  Kabupaten /Ko ta  sebaga imana  

dimaksud  dalam  keten tuan  :

a. Pasa l  12  yang  mengatur  Program Asesmen Psiko log i  
kepada  ca lon  Anggota  KPU dengan  ruang  l i ngkup  a.  
Pemer iksaan  Kapas i t as  In te l e k t ua l ;  b.  Inven to r i  
Kepr ibad ian ,  Keterampi l an  Memimpin  (Prob lem  
Solv i ng  Deci t i o n  Making ,  Coaching ,  Konse l i ng ,  dan  
Mot i f as i ) ,  c.  Deteks i  Tanggap  Sos ia l  ;

b. Pasa l  16  dan  17  yang  mengatu r  Uj i  Kelayakan  dan  
kepatu tan  yang  merupakan  penda laman  atas  
kemampuan  :  Kual i t a s  Komunikas i  dan  Human 
Rela t i ons ;  Kual i t a s  penguasaan  mater i  manajemen  
penye lenggaraan  Pemi lu  dan  s is t im  pol i t i k  ser ta  
pera tu ran  perundang-  undangan  yang  berka i t an  
dengan  bidang  pol i t i k ;  In teg r i t a s  di r i ,  komi tmen  
dan  mot i f as i ;  Kual i t a s  penga laman  kepemimpinan  
dan kemampuan berorgan i sas i ;  dan Klar i f i k a s i  atas  
tanggapan  masyaraka t  ;

16. Bahwa  set i dak  –  t i daknya  Tergugat  untuk  menjaga  

independens iKPU  Kota  Jayapura  sebaga i  Penye lenggara  

Pemi l i han  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kota  

Jayapura  patu t  untuk  melakukan  uj i  pub l i c  demi  mendapat  

tanggapan  dar i  Masyaraka t  Kota  Jayapura  atas  Calon  PAW 

Anggota  KPU  Kota  Jayapura  ;

17. Bahwa kendat i  proses  uj i  pub l i c  t i dak  di l akukan  oleh  

Tergugat  te rhadap  Anggota  Pergant i an  Antar  Waktu  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kota  Jayapura ,  sampai  sebe lum  di l akukan  

8
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Pelan t i k an ,  sesungguhnya  te l ah  ada  kebera tan  dar i  

pasangan  ca lon  bahkan  dar i  Panwas Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  Kota  Jayapura  berka i t an  dengan  eks is t ens i  Pro f .  

Dr .  La Pona,  M.Si .  namun t i dak  d i t anggap i  o leh  Tergugat  

;

18. Bahwa perbua tan  Tergugat  mengeluarkan  Sura t  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  tanpa  mempert imbangkan  kebera tan  – 

kebera tan  dar i  pasangan  ca lon  dan  kemudian  t i dak  

merev is i  Sura t  Keputusan  Tata  Usaha Negara  aquo  sete lah  

ada  sura t  dar i  Panwas  Kota  Jayapura  ten tang  temuannya,  

ada lah  suatu  ke la l a i an  dan  ket i dak  cermatan  seh ingga  

te lah  ber ten tangan  dengan  azas  penye lenggara  pemi lu  

dian ta ranya  azas  mandi r i ,  ju j u r ,  ad i l ,  propors i ona l ,  

pro fess i ona l ,  dan  akuntab i l i t a s ,  sebaga imana  dia tu r  

da lam  keten tuan  Pasa l  2  Undang  –  Undang  No.22  Tahun  

2007  ten tang  Penye lenggara  Pemi l i han   Umum  ;

19. Bahwa adanya  kebera tan  ten tang  kete r l i b a t an  Sdr .  Pro f .  

Dr .  La  Pona,  M.Si .  da lam  Tim  Kampanye  adalah  

pelanggaran  Kode Et i k  sebaga imana  yang  te lah  di ten tukan  

dalam  Pasa l  11  huru f  (b ,e  dan  f )  ser ta  Pasa l  19 

Pera tu ran  KPU  Nomor  31  Tahun  2008  Tentang  :  Kode Et i k  

Penye lenggara  Pemi lu  ;

20. Bahwa Pasa l  11 huru f  b,e ,  dan f  Pera tu ran  KPU  Nomor  31  

Tahun  2008  Tentang  Kode  Et i k  Penye lenggara  Pemi lu  

di t egaskan  bahwa  :  Penye lenggara  Pemi lu  dan  Pengawas  

Pemi lu  sebaga imana  d imaksud  dalam  Pasal  10  waj ib  

melaksanakan  pr ins i p  –  pr ins i p  dasar  kode  et i k  

Penye lenggara  Pemi lu  dan  Pengawas  Pemi lu  sebaga imana  

dimaksud  dalam  pera tu ran  in i ,  ya i t u  :  b.  bers i kap  dan  

ber t i ndak  nonpar t i s an  dan  impars ia l ;  e.  t i dak  

mel iba t kan  di r i  da lam konf l i k  kepent i ngan ,  f .  ber t i ndak  

pro fess i ona l  ;

Hal .  9 dar i  35 Hal .  Putusan  No.  20/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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21. Bahwa  keberadaan  Pro f .  Dr .  La  Pona,  M.Si .  sebaga i  

anggota  Bidang  Pengga langan  Massa  Tim Kampanye  Pasangan  

Drs .  Benhur  Tomi  Mano,  M.M.  dan  Dr.  Nur  Alam,  S.E. ,  

M.Si .  (BTM),ada lah  merupakan  pelanggaran  kode  et i k  

sebag imana  dimaksudkan  o leh  keten tuan  Pasal  11  huru f  b 

yang  mengharuskan  anggota  KPU bers i kap  dan  ber t i ndak  

nonpar t i s an  dan  impars ia l  seh ingga  sangat  je l as  bahwa 

Pro f .  Dr .  La  Pona,  M.Si .  te l ah  melanggar  kode  et i k  

Penye lenggara  Pemi lu  ;

22. Bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasa l  23  ayat  1  Pera tu ran  

KPU   Nomor  31  Tahun  2008  Tentang  :  Kode  Et i k  

Penye lenggara  Pemi lu  di t egaskan  bahwa  untuk  memer iksa  

pengaduan  ada/a tau  laporan  adanya  dugaan  pelanggaran  

kode  et i k  yang  di l akukan  oleh  anggota  KPU 

Kabupaten /Ko ta  diben tuk  Dewan  Kehormatan  KPU Prop ins i  

yang  bers i f a t  ad  hoc  ;

23. Bahwa  perbua tan  Tergugat  yang  t i dak  menindak lan j u t i  

adanya  kebera tan  dan  laporan  dar i  pasangan  ca lon  dan  

masyaraka t  ten tang  kete r l i b a t an  Pro f .  Dr .  La  Pona,  

M.Si .  sebaga i  Tim  Kampanye  Pasangan  Drs .  Benhur  Tomi  

Mano,  M.M.  dan  Dr.  Nur  Alam,  S.E. ,  M.Si .  (BTM)  ada lah  

suatu  ke la l a i an  dan  ket i dak  cermatan  seh ingga  memenuhi  

keten tuan  Pasa l  53  ayat  2  huru f  (a )  dan  (b)  Undang-

undang  No :  5  Tahun  1986  Tentang  Pera tu ran  Tata  Usaha  

Negara  ;

24. Bahwa  berdasarkan  ura ian  dia tas ,  maka  para  Penggugat  

mohon  agar  Sura t  Keputusan  Tergugat  nomor :  04  Tahun  

2011,  te r t angga l  28  Januar i  2011,  Tentang  :  

Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  AnTAR  Waktu  Anggota  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kota  Jayapura  d inya takan  bata l  

atau  t i dak  sah  dan  seka l i gus  mohon  agar  Terguga t  

d ipe r i n t ahkan  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  dimaksud  ;

10
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PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN ;

Menunjuk  pada  dal i l - da l i l  yang  te l ah  disampaikan  dia tas ,  

maka  untuk  menghindar i  te rus  di l akukan  proses  tahapan  

pi l kada  ulangan  Kota  Jayapura  oleh  orang  yang  bermasa lah ,  

Penggugat  mohon kepada  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jayapura  

mengeluarkan  Penetapan  Penundaan  Pelaksanaan  Sura t  Keputusan  

Tergugat  Nomor  04  Tahun  2011,  te r t angga l  28  Januar i  2011,  

Tentang  :  Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  Antar  Waktu  Anggota  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kota  Jayapura  ;

Maka  berdasarkan  alasan- alasan  yang  d iu ra i kan  di  atas ,Para  

Penggugat  mohon  agar  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  

memutuskan  :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mener ima  permohonan  Penundaan  dar i  Para  Penggugat  ;

2. Memer in tahkan  kepada  Terguga t  untuk  menunda  Pelaksanaan  

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  Papua 

Nomor  04  Tahun  2011,  te r t angga l  28  Januar i  2011,  

Tentang  :  Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  Antar  Waktu  

Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum Kota  Jayapura  sampai  ada  

putusan  Pengadi l an  yang  mempunya i  kekuatan  hukum 

te tap  ;

DALAM POKOK PERKARA  :

1. Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  se lu ruhnya  ;

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Prov ins i  Papua  Nomor  :  04  Tahun  2011,  

te r t angga l  28  Januar i  2011,  Tentang  Pemberhent i an  dan  

Pengangkatan  Antar  Waktu  Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kota  Jayapura  Khusus  te rhadap  Nomor  uru t  2  atas  nama 

Pro f .  Dr .  La  Pona,  M.Si .  ;

3. Memer in tahkan  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  

Hal .  11 dar i  35 Hal .  Putusan  No.  20/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  Papua  Nomor  :  04  Tahun  

2011,  te r t angga l  28 Januar i  2011,  Tentang  Pemberhent i an  

dan  Pengangkatan  Antar  Waktu  Anggota  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kota  Jayapura  Khusus  te rhadap  Nomor  uru t  2  atas  

nama  Prof .  Dr .  La  Pona,  M.Si .  ;

4. Membebankan  biaya  yang  t imbu l  da lam perkara  in i  kepada  

Tergugat  ;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Para  Penggugat  te rsebu t ,  

Tergugat  te lah  mengajukan  Jawaban  te r t angga l  26  Mei  2011 

yang  is i n ya  sebaga i  ber i ku t  ;

A.  

DALAM EKSEPSI  ;

1. Bahwa eks is t ens i  atau  keberadaan  Obyek  Sengketa  berupa  

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  Papua  

Nomor  04  Tahun  2011  ten tang  Pemberhent i an  dan  

Pengangkatan  Antar  Waktu  Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kota  Jayapura  tangga l  28  Januar i  2011, t i d ak  

te rmasuk /bukan  merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

yang  dapat  d iguga t  d i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

ha l  in i  d i t egaskan  dalam Pasa l  2 huru f  g Undang- Undang  

Nomor  5 Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  

yang  menyatakan  “ t i d ak  te rmasuk  da lam  penger t i an  

Keputusan  Badan atau  Pejaba t  Tata  Usaha Negara  menuru t  

Undang- Undang  in i  :  Keputusan  Pani t i a  Pemi l i han ,Ba i k  

Pusat  maupun  di  Daerah  mengenai  has i l  Pemi l i han  Umum 

“bahwa  seka l i pun  secara  eksp l i s i t  da lam  keten tuan  

Pasa l  2  huru f  g  menyebutkan  mengenai  has i l  Pemi l i han  

Umum  te tap i  harus lah  di t a f s i r k an  mel ipu t i  juga  

keputusan- keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  

Papua  yang  d i j ad i kan  sebaga i  obyek  gugatan .Pena fs i r an  

seper t i  in i  juga  te lah  dikua tkan  dengan  SEMA No.8  

Tahun  2005  dan  Yur i sp rodens i  No.482 /K /TUN/2003,  

tangga l  18 Agustus  2004,  yang  menyatakan  :  Keputusan  -  

Keputusan  dan  Penetapan- Penetapan   yang  dike lua r kan  

12
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oleh  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  yang  berka i t an  dengan  

Penye lenggaraan  Pemi lu  yang  te rmasuk  dalam  ruang  

l i ngkup  sengketa  pol i t i k  t i dak  menjad i  kewenangan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;

2. Lembaga  Komis i  Pemi l i han  Umum di  t i ngka t  Pusat  dan  

Daerah  t i dak  te rmasuk  sebaga i  Badan  Tata  Usaha  Negara  

te tap i  sebaga i  Lembaga  Penye lenggara  Pemi lu  yang  

bers i f a t  nas iona l ,  te tap  dan  mandi r i ,  ha l  in i  

d i t egaskan  dalam Pasa l  1 ayat  6  dan  7,  UU No.22  Tahun  

2007,  ten tang  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum.  Demik ian  

juga  Anggota  KPU di  t i ngka t  Nasiona l  dan  Daerah  t i dak  

te rmasuk  sebaga i  kategor i  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  

te tap i  hanya lah  sebaga i  Komis ioner  yang  memi l i k i  tugas  

dan  wewenag  khusus  dan  te rba tas  dan  pengambi lan  

keputusannya  d i l akukan  secara  ko lek t i f  dan  masing-

masing  Anggota  KPU memi l i k i  hak  suara  yang  sama(Vide  

Pasal  6  ayat  2,3 ,4 )  ;

Mendasar  ura ian  te rsebu t  d ia tas ,  maka sangat  je l as  bahwa 

sesua i  dengan  keten tuan  hukum  obyek  gugatan  Penggugat  

t i dak  te rmasuk  sebaga i  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dan  

bukan  menjad i  kewenangan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

untuk  mohon  kepada  Maje l i s  Hakim  Pemer iksa  Perkara  in i  

untuk  mener ima  Ekseps i  Terguga t  dan  menyatakan  gugatan  

t i dak  dapat  d i t e r ima  ;

B. DALAM POKOK PERKARA ;

Bahwa secara  tegas  Tergugat  menolak  gugatan  Penggugat  dan  

se lu ruh  dal i l - da l i l  Penggugat  sebaga imana  te ru ra i  da lam 

sura t  gugatan ,  te r kecua l i  j i ka  secara  tegas  dan  eksp l i s i t  

d iaku i  kebenarannya  oleh  Terguga t  ;

1. Jawaban  dan  tanggapan  Tergugat  te rhadap  gugatan  para  

Penggugat  angka  1,2  ;
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Bahwa  Tergugat  menolak  da l i l  Penggugat  pada  angka  1 

dan  2  pos i t a  gugatan  dan  t i dak  per lu  member ikan  

alasan- alasan  peno lakan ,  karena  dal i l - da l i l  Penggugat  

merupakan  da l i l  yang  te l ah  di rekayasa  agar  gugatan  

bisa  di te r ima  oleh  Pengadi l an  ;

2. Jawaban  dan  tanggapan  Tergugat  te rhadap  gugatan  

Penggugat  angka  3  ;

Bahwa Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  menjad i  obyek  

gugatan  ada lah  t i dak  bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i dua l  dan  

f i na l  bag i  para  Penggugat .Bahwa  Pengugat  bukan lah  yang  

dimaksud  o leh  Pasa l  3  UU No.5  Tahun  1986  karena  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dimaksud  t i dak  secara  

ind i v i d ua l ,  konkr i t  dan  langsung  mengenai  Para  

Penggugat  ;

3. Jawaban  dan  tanggapan  Tergugat  te rhadap  gugatan  

Penggugat  angka  4  ;

Bahwa  kerug ian  yang  d i  da l i l k an  oleh  Para  Penggugat  

ada lah  masih  bers i f a t  asumsi  dan bukan  merupakan  fak ta  

kerug ian  nyata  yang  memang  di  der i t a  o leh  Para  

Penggugat  maka Sura t  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

menjad i  obyek  gugatan  juga  t i dak  merug ikan  s iapapun  ;

4. Jawaban  dan  tanggapan  Tergugat  te rhadap  gugatan  

Penggugat  angka  5  s.d  12  ;

Bahwa Sura t  Keputusan  yang  menjad i  obyek  gugatan  yang  

te l ah  dike lua r kan  o leh  Tergugat  ada lah  te l ah  sesua i  

dengan  prosedur  dan  mekanisme hukum yang  ber laku  ya i t u  

:

a. Bahwa sebe lum Tergugat  mengeluarkan  Sura t  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  Papua Nomor  04 Tahun  

2011  ten tang  Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  Anta r  

14

14

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu  Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum Kota  Jayapura  

tangga l  28  Januar i  2011,  Terguga t   (KPU Prov ins i  

Papua)  te l ah  mener ima  Sura t  dar i  Bawaslu  per iha l  :  

Rekomendas i  te rhadap  Kiner j a  Ketua  dan  Anggota  KPU 

Kota  Jayapura  yang  is i nya  meminta  kepada  KPU 

Prov ins i  Papua  (Terguga t )  untuk  melakukan  

pergan t i an  anta r  waktu  te rhadap  Ketua  dan  Anggota  

KPU  Kota  Jayapura ,  karena  melanggar  Kode  Et i k  

Penye lenggara  Pemi lu  sebaga imana  te r t uang  dalam 

Pasa l  5 dan Pasa l  6,  Pasal  7,  Pasa l  11 dan Pasa l  18  

Pera tu ran  KPU Nomor  :  31  Tahun  2008,  ten tang  Kode 

Et i k  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum  ;

b. Bahwa  disamping  i t u  Tergugat  (KPU  Prov ins i )  juga  

te lah  mener ima  laporan  dar i  DPRD Kota  Jayapura  dan  

Pemer in tah  Kota  Jayapura  yang  is i n ya  meminta  KPU 

Prov ins i  Papua segera  menggant i  anta r  waktu  anggota  

KPU Kota  Jayapura ,  karena  din i l a i  te l ah  melanggar  

kode  et i k  KPU  ;

c. Bahwa adanya  laporan  dimaksud,  dengan  mendasar  pada  

keten tuan  Pasal  112  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  

2007  ten tang  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum 

se lan ju t nya  Terguga t  (KPU Prov ins i  Papua)  membentuk  

Dewan Kehormatan  KPU Prov ins i  Papua  untuk  melakukan  

Pemer iksaan  te rhadap  Ketua  dan  Anggota  KPU Kota  

Jayapura .Dar i  has i l  pemer i ksaan  te rsebu t  Dewan 

Kehormatan  KPU  Prov ins i  Papua  te lah  membuat  

Rekomendas i  yang  di tu j ukan  kepada  Tergugat  yang  

menyatakan  bahwa Para  Terper i k sa  (Anggota  KPU Kota  

Jayapura )  te l ah  te rbuk t i  melakukan  pelanggaran  Kode 

Et i k  sebaga imana  te rdapa t  da lam  Pasa l  5  dan  11  

Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  :  31  Tahun  

2008,  ten tang  Kode  Et i k  Penye lenggara  Pemi l i han  

Umum. Berdasarkan  Rekomendas i  dar i  Dewan Kehormatan  

in i l a h  se lan ju tn ya  Tergugat  (KPU  Prov ins i  Papua)  
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menyelenggarakan  Rapat  Pleno  untuk  membuat  

Keputusan  sebaga imana  yang  te r t uang  dalam  Sura t  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  Papua 

Nomor  04  Tahun  2011  Tentang  Pemberhent i an  dan  

Pengangkatan  Antar  Waktu  Anggota  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kota  Jayapura  tangga l  28  Januar i  2011  ;

Dengan  berdasarkan  pada  ura ian  te rsebu t  d ia tas ,  maka 

t i ndakan  dar i  Tergugat  (KPU  Prov ins i  Papua)  ada lah  

te l ah  benar  dan  te l ah  sesua i  dengan  prosedur  dan  

mekanisme  hukum  yang  ber laku  ;

Bahwa  te rka i t  dengan  tuduhan- tuduhan  Penggugat  yang  

menyatakan  bahwa Sdr .  Prof .  Dr .  La  Pona,  M.Si .  ada lah  

sebaga i  TIM  Sukses  Koal i s i  Bangk i t  dan  melakukan  

pemer iksaan  te rhadap  masalah  in i ,  ba ik  pada  saat  

sebe lum  maupun  sesudah  obyek  sengke ta  yang  

dipe rmasa lahkan .  Dan has i l  k la r i f i k a s i  dan  pemer iksaan  

yang  di l akukan  oleh  Tergugat  d idapa t  bahwa Tidak  benar  

Sdr .  Pro f .  Dr .  La  Pona,  M.Si .  ada lah  sebaga i  Tim 

Kampaye  dar i  Tim Sukses  Koal i s i  Bangk i t  (ha l  in i  akan  

Tergugat  bukt i kan  dalam  pers idangan)  ;

5. Jawaban  dan  tanggapan  Tergugat  te rhadap  gugatan  

Penggugat  angka  13  dan  14  ;

Adalah  ke l i r u  j i k a  Penggugat  menyatakan  Komis i  

Pemi l i han  Kota  Jayapura  t i dak  Indenpenden  dalam 

melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya ,  karena  

tuduhan  Para  Penggugat  baru  bers i f a t  asumsi  dan  bukan  

merupakan  fak ta  yang  sebenarnya  ;

6. Jawaban  dan  tanggapan  Tergugat  te rhadap  gugatan  

Penggugat  angka  15  s.d   17  ;

Bahwa  Para  Penggugat  te l ah  sa lah  dan  ke l i r u  da lam 

memahami  Keten tuan  Pera tu ran  KPU te rka i t  dengan  Uj i  
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Publ i k .U j i  Publ i k  te rhadap  ca lon  Anggota  KPU Kota  

Jayapura  te l ah  di l akukan  oleh  Tim  Seleks i  te rdahu lu  

pada  saat  pener imaan  te rhadap  Keanggotaan  KPU Kota  

Jayapura .  Sedangkan  dalam  PAW sesua i  dengan  keten tuan  

hukum  (v i de  UU  No.22  Tahun  2008)  Tergugat  hanya  

dipe rkenankan  untuk  mengis i  keanggotaan  KPU  Kota  

Jayapura  yang  d i  PAW dar i  daf ta r  ca lon  yang  te rmasuk  

dalam  10  besar  has i l  se leks i  o leh  Tim  se leks i  ;

7. Jawaban  dan  tanggapan  Tergugat  te rhadap  gugatan  

Penggugat  angka  18  s.d  22  ;

Bahwa  karena  dal i l - da l i l  para  Penggugat  hanya lah  

bers i f a t  asumsi  baru  dan  be lum  menjad i  fak ta  

kebenaran ,  maka  t i dak  b isa  dika takan  Tergugat  

melakukan  ke la l a i an  ataupun  ket i dak  cermatan  yang  

ber ten tangan  dengan  azas  penye lenggaraan  Pemi lu  

(mand i r i ,  ju j u r ,  adi l ,  propors iona l  dan  akuntab i l i t a s )  

;

Tergugat  menyarankan  kepada  para  Penggugat  j i ka  

nant i nya  menemukan pelanggaran  yang  di l akukan  oleh  KPU 

Kota  Jayapura  da lam  menyelenggarakan  Pemi lukada  

s i l ahkan  di l apo rkan  ke  Panwas  dise r t a i  dengan  bukt i -

bukt i  yang  akura t  dan  sesua i  dengan  mekanisme  hukum 

Panwas  akan  member ikan  rekomendas i  kepada  Tergugat  

(KPU  Prov ins i  Papua) .Te rguga t  akan  membentuk  Dewan 

Kehormatan  untuk  memer iksa  Anggota  KPU Kota  Jayapura  

dan  se lan ju t nya  membuat  rekomendas ikan  yang  di tu j u kan  

kepada  Tergugat  untuk  d i t i n dak  lan ju t i  pada  

pengambi l an  Keputusan  PAW atau  t i daknya  dar i  Anggota  

KPU  Kota  Jayapura  yang  dipe rmasa lahkan  oleh  Para  

Penggugat  ;

8. Jawaban  dan  tanggapan  Tergugat  te rhadap  gugatan  

Penggugat  angka    23  ;
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Bahwa  in tuk  menindak lan j u t i  laporan  yang  te rka i t  

dengan  k ine r j a  Anggota  KPU Kota  Jayapura ,  keten tuan  

hukum te lah  mengaturnya  dengan  mekanisme  dan  prosedur  

hukum,  dan  j i ka  keten tuan  hukum te lah  te rpenuh i  past i  

akan  di t i n dak l an j u t i .  Faktanya  bahwa  Para  Penggugat  

t i dak  memenuhi  keten tuan  mekanisme  dan  prosedur  hukum 

yang  ber laku ,  seh ingga  sampai  dengan  waktu  k in i  

Tergugat   be lum  bisa  menindak  lan ju t i  ;

9. Jawaban  dan  tanggapan  Tergugat  te rhadap  gugatan  

Penggugat  angka  24.

Bahwa  menginga t  obyek  gugatan  te l ah  d ibua t  sesua i  

dengan  prosedur  dan  mekanisme  hukum untuk  membata lkan  

dan/a tau  mencabut  Sura t  Keputusan  KPU Kota  Jayapura  

Nomor  04  Tahun  2011  ten tang  Pemberhent i an  dan  

Penggant i an  Anta r  Waktu  Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kota  Jayapura  tangga l  28  Januar i  2011  ;

Berdasarkan  kese lu ruhan  ura ian  te rsebu t  d ia tas  dalam jawaban  

dan  tanggapan  Tergugat ,  mohon kepada  Bapak  Ketua  Pengadi l an  

Tata  Usaha  Negara  Jayapura  mela lu i  Hakim  Pemer iksa  perkara  

Tata  Usaha Negara  Nomor :  20/G.TUN/2011/PTUN- JPR untuk  :

1. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  dan/a tau  

set i dak - t i daknya  gugatan  t i dak  dapat  d i te r ima  dan/a tau  

gugatan  dinya takan  gugur  demi   hukum  ;

2. Menolak  dal i l - da l i l  Penggugat  karena  t i dak  berdasar  dan  

ber landaskan  pada  fak ta  kebenaran  dan  keten tuan  hukum 

yang  ber laku  ;

3. Menetapkan  biaya  perkara  dibebankan  kepada  Penggugat .

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasa l  83  Undang- Undang  

Nomor  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara ,  Pengad i l an  te l ah  memanggi l  p ihak  ke t i ga  

ya i t u  Pro f .  Dr .  La  Pona,  M.Si .  yang  namanya  te rcan tum  dalam 
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objek  sengke ta  dengan  sura t  te rca ta t  sebanyak  3 ( t i ga )  ka l i ,  

namun pihak  ket i ga  te rsebu t  t i dak  menyatakan  masuk  sebaga i  

p ihak  dalam perkara  a quo  ;

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  dan  Tergugat  masing-

masing  te l ah  mengajukan  Repl i k  dan  Dupl i k  secara  l i san  pada  

Pers idangan  tangga l  26  Mei  2011  yang  pada  pokoknya  

menyatakan  te tap  pada  dal i l - da l i l  gugatannya  maupun 

jawabannya  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

gugatannya ,  Para  Penggugat  te l ah  mengajukan  bukt i - bukt i  

te r t u l i s  berupa  fo tocopy  sura t - sura t  bermate ra i  cukup  yang  

dibe r i  tanda  P- 1 sampai  dengan  P- 8,  dengan  per inc i an  sebaga i  

ber i ku t  :

1. Bukt i  P- 1

:

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  

Papua  Nomor  :  04  Tahun  2011  Tangga l  28  Januar i  

2011  Tentang  Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  

Antar  Waktu  Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum Kota  

Jayapura  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy )  ;

2. Bukt i  P- 2

:

Sura t  Keputusan  Koal i s i  Bangk i t  dan  Terus  

Membangun  Nomor  :  002/A /K- BTM/I I I / 2 010  Tangga l  

22  Maret  2010  Tentang  Tim  Kampanye  Pemi lukada  

Kota  Jayapura  Per iode  2010- 2015  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ;

3. Bukt i  P- 3

:

Hal .  19 dar i  35 Hal .  Putusan  No.  20/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Sura t  Pani t i a  Pengawas  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  Kota  Jayapura  kepada  Ketua  KPU  Kota  

Jayapura  Nomor  :  176/PANWASLU-KJPR/ I I / 2010  

Tangga l  11  Februar i  2011  Per iha l  Permohonan  

Keterangan  ( fo tocopy  dar i  fo tocopy )  ;

4. Bukt i  P- 4

:

Sura t  Komis i  Pemi l i han  Umum Kota  Jayapura  kepada  

Ketua  Panwas  Pi l kada  Kota  Jayapura  Nomor  :  

010/KPU- KOT-JPR/ I I / 2 011  Tangga l  11 Februar i  2011  

Per iha l  Tem Sukses  Pasangan Calon  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ;

5. Bukt i  P- 5

:

Sura t  Pani t i a  Pengawas  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  Kota  Jayapura  kepada  Ketua  KPU Prov ins i  

Papua  Nomor  :  177/PANWASLU-KJPR/ I I / 2 010  Tangga l  

16  Februar i  2011  Per iha l  Keanggotaan  KPU Kota  

Jayapura  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy )  ;

6. Bukt i  P- 6

:

Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  31  Tahun  

2008  Tentang  Kode  Et i k  Penye lenggara  Pemi l i han  

Umum ( fo tocopy  dar i  fo tocopy )  ;

7. Bukt i  P- 7

:

20
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Har ian  Umum Canderawas ih  Pos te rb i t a n  tangga l  31  

Januar i  2011  Ber i t a  yang  ber judu l  L ima  Anggota  

KPU Kota  d i - PAW ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy )  ;

8. Bukt i  P- 8

:

Sura t  Badan  Pengawas  Pemi l i han  Umum Republ i k  

Indones ia  kepada  Ketua  KPU  Prov ins i  Papua 

Nomor  :  229/Bawas lu /V /2011  Tangga l  02  Mei  2011  

Tentang  Rekomendas i  Pembentukan  Dewan Kehormatan  

KPU Prov ins i  Papua  untuk  memer iksa  Ketua  KPU 

Kota  Jayapura  atas  nama Prof .  Dr .  La Pona,  M.Si .  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy )  ;

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  te lah  dibe r i k an  

kesempatan  yang  cukup  untuk  mengajukan  Saks i  namun  sampai  

s idang  acara  pembukt i an  berakh i r  Para  Penggugat  t i dak  

mengajukannya  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

jawabannya ,  Tergugat  te l ah  mengajukan  bukt i - bukt i  te r t u l i s  

berupa  fo tocopy  sura t - sura t  bermate ra i  cukup  yang  dibe r i  

tanda  T- 1  sampai  dengan  T- 5,  dengan  per inc i an  sebaga i  

ber i ku t  ;

1. Bukt i  T- 1

:

Sura t  Koal i s i  Bangk i t  dan Terus  Membangun kepada  

Ketua  KPUD Prov ins i  Papua  Nomor  :  A/009/K-

BTM/I I / 2011  Tangga l  08  Februar i  2010  Per iha l  

Klar i f i k a s i  Eks is t ens i  Prof .  Dr .  La  Pona,  M.Si .  

da lam  t im  pemenangan  Koal i s i  Bangk i t  dan  Terus  

Membangun ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy )  ;

Hal .  21 dar i  35 Hal .  Putusan  No.  20/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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2. Bukt i  T- 2

:

Sura t  Keputusan  Koal i s i  Bangk i t  dan  Terus  

Membangun  Nomor  :  002/A /K- BTM/I I I / 2 010  Tangga l  

22  Maret  2010  Tentang  Penetapan  Tim  Kampanye  

Pemi lukada  Kota  Jayapura  Per iode  2010- 2015  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy )  ;

3. Bukt i  T- 3

:

Sura t  Keputusan  Koal i s i  Bangk i t  dan  Terus  

Membangun  Nomor  :  005/A /K- BTM/VI I / 2010  Tangga l  

21  Ju l i  2010  Tentang  Rest ruk tu r i s a s i  Tim 

Kampanye  Pemi lukada  Kota  Jayapura  Per iode  2010-

2015 ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy )  ;

4. Bukt i  T- 4

:

Sura t  Keputusan  Koal i s i  Bangk i t  dan  Terus  

Membangun  Nomor  :  007/A /K- BTM/XI I / 2010  Tangga l  

02  Desember  2010  Tentang  Penetapan  Tim Kampanye  

Pemi lukada  Ulang  Kota  Jayapura  Per iode  2011- 2016  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy )  ;

5. Bukt i  T- 5

:

Sal i nan  Penetapan  Dismissa l  Ketua  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jayapura  Perkara  Nomor  :  

10/G.TUN/2011/PTUN.JPR  Tangga l  24  Maret  2011  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy )  ;
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Menimbang,  bahwa  Tergugat  te lah  dibe r i kan  kesempatan  

untuk  mengajukan  Saks i ,  atas  kesempatan  te rsebu t  Tergugat  

te lah  membawa  beberapa  orang  Saks i  untuk  dimin ta i  

kete rangannya  di  Pers idangan  te rmasuk  pihak  ket i ga  atas  nama 

Pro f .  Dr .  La  Pona,  M.Si .  namun  oleh  karena  ket i dakhad i r an  

Para  Penggugat  da lam  agenda  s idang  pemer iksaan  saks i  dar i  

Tergugat  te rsebu t ,  Hakim  Ketua  Maje l i s  te l ah  menundanya,  

namun  pada  Pers idangan  ber i ku tnya  Tergugat  t i dak  

mengajukannya  kembal i  dan  Para  Penggugat  t i dak  hadi r  sampai  

dengan  s idang  agenda  pembukt i an  berakh i r  ;
 

Menimbang,  bahwa  para  pihak  te lah  dibe r i  kesempatan  

untuk  mengajukan  Kes impu lan ,  namun  Para  Penggugat  dan 

Tergugat  t i dak  mengajukan nya ;

Menimbang,  bahwa untuk  mempers ingka t  Putusan  in i  sega la  

sesuatu  yang  te rmuat  da lam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  

merupakan  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan Putusan  in i  ;

Menimbang,  bahwa sete lah  t i dak  ada  lag i  yang  dikemukakan  

oleh  para  pihak ,  maka Maje l i s  Hakim  te l ah  bermusyawarah  dan  

mengambi l  Putusan  berdasarkan  per t imbangan  hukum sebaga imana  

te ru ra i  d i  bawah in i  ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG  PERTIMBANGAN  HUKUM 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu juan  gugatan  Para  

Penggugat  adalah  sebaga imana  te ru ra i  da lam duduk  perkara  di  

atas  ;

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  ob jek  sengketa  dalam 

perkara  in i  ada lah  :

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  Papua Nomor  :  

04  Tahun  2011  Tangga l  28  Januar i  2011  Tentang  Pemberhent i an  

dan  Pengangkatan  Antar  Waktu  Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kota  Jayapura  khusus  te rhadap  Nomor  Urut  2  atas  nama Pro f .  

Dr .  La Pona,  M.Si .  (v ide  Bukt i  P- 1)  ;
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Menimbang,  bahwa  dalam  pemer iksaan  sengketa  in  casu  

Maje l i s  Hakim  te l ah  memanggi l  p ihak  ket i ga  atas  nama Prof .  

Dr .  La  Pona,  M.Si .  untuk  mempertahankan  kepent i ngannya  

karena  yang  bersangku tan  ada lah  Anggota  Antar  Waktu  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kota  Jayapura ,  namun yang  bersangku tan  t i dak  

menyatakan  masuk dalam sengketa  a quo  ;

Menimbang,  bahwa Para  Penggugat  da lam gugatan nya  pada 

pokoknya  mendal i l k an  hal - ha l  sebaga i  ber i ku t  :

- Bahwa dengan  di te rb i t k annya  objek  sengketa  dianggap  dapat  

menimbulkan  kerug ian  bag i  Para  Penggugat ,  karena  dalam 

objek  sengketa  a  quo  te rdapa t  nama  Prof .  Dr .  La  Pona,  

M.Si .  yang  merupakan  Anggota  Bidang  Penggalangan  Massa  

dar i  Tim  Kampanye  Pasangan  Drs .  Benhur  Tomi  Mano,  M.M.  

dan  Dr.  Nur  Alam,  S.E. ,  M.Si .  ;

- Bahwa t i ndakan  Tergugat  menerb i t kan  objek  sengketa  te l ah  

ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  

ber laku  khususnya  Pasal - Pasa l  da lam  Undang- Undang  Nomor  

22  Tahun  2007  Tentang  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum dan  

Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  31  Tahun  2008  

Tentang  Kode  Et i k  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum ser ta  

Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  Khususnya  Asas  

Kela la i an  dan  Kecermatan  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Para  Penggugat  

te rsebu t  Tergugat  te l ah  membantah  dal i l - da l i l  gugatan  Para  

Penggugat  a quo  yang  te r t uang  dalam Jawabannya  te r t angga l  26 

Mei  2011  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa Terguga t  da lam 

menerb i t kan  ob jek  sengketa  ada lah  benar  dan  t i dak  

ber ten tangan  ser ta  sesua i  dengan Pera tu ran  Perundang-

Undangan,  prosedur  dan mekanisme hukum yang  ber laku  ;

Menimbang,  bahwa dalam Jawaban  Terguga t  te rsebu t  te rmuat  

pu la  mengenai  Ekseps i ,  o leh  karena  i t u  sebe lum 

mempert imbangkan  mengenai  pokok  perkaranya  Maje l i s  Hakim 

akan  mempert imbangkan  te r l eb i h  dahu lu  Ekseps i  yang  d ia j ukan  

oleh  Terguga t  te rsebu t  ;
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DALAM EKSEPSI

Menimbang,  bahwa  Ekseps i  yang  disampaikan  oleh  Tergugat  

sebaga imana  te ru ra i  da lam  duduk  perkara  te rsebu t  d i  atas  

ada lah  berkenaan  dengan  :

1. Objek  sengketa  t i dak  te rmasuk  /  bukan  merupakan  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  yang  dapat  d iguga t  d i  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  ;

2. Lembaga Komis i  Pemi l i han  Umum baik  di t i ngka t  Pusat  maupun 

Daerah  t i dak  te rmasuk  sebaga i  Badan  /  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara  ;

Menimbang,  bahwa  sete lah  mempela ja r i  dan  mencermat i  

Ekseps i  Tergugat  te rsebu t ,  menuru t  Maje l i s  Hakim  dengan  

berpedoman  pada  keten tuan  Pasa l  77  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  maka Ekseps i -

ekseps i  yang  dia jukan  Tergugat  te r sebu t  ada lah  Ekseps i  La in -

la i n  yang  hanya  dapat  d ipu tus  bersama  dengan  pokok  

sengketanya  ;

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim  akan  mempert imbangkan  

Ekseps i  Tergugat  angka  (1 )  yang  menyatakan  objek  sengketa  

t i dak  te rmasuk  /  bukan  merupakan  Keputusan  Tata  Usaha Negara  

yang  dapat  d iguga t  d i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  dengan  

per t imbangan  sebaga i  ber i ku t  ;

Menimbang,  bahwa  penger t i an  mengenai  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  dia tu r  da lam  Pasa l  1  ayat  ( 9)  Undang- Undang 

Nomor  51 Tahun  2009 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

yang  unsur - unsurnya  sebaga i  ber i ku t  :

1. Penetapan  Ter tu l i s  ;

2. Dike lua rkan  oleh  Badan atau  Pejaba t  Tata  Usaha Negara  ;

3. Berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  ;

4. Ber i s i  t i ndakan  hukum  Tata  Usaha  Negara  ;
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5. Bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i dua l  dan  f i na l  ;

6. Menimbulkan  ak iba t  hukum  bag i  seseorang  atau  badan  

hukum  perda ta  ;

Menimbang,  bahwa  sete lah  Maje l i s  Hakim  menel i t i  ob jek  

sengketa  d ihubungkan  dengan  unsur - unsur  Pasa l  1  ayat  ( 9)  

te rsebu t  d i  atas ,  maka objek  sengketa  baik  fo rmat ,  i s i ,  

maupun  ak iba t  hukum  yang  di t imbu l kannya  te lah  memenuhi  

unsur - unsur  Pasa l  1  angka  9 te rsebu t ,  o leh  karena  i t u  

Maje l i s  Hakim  berpendapat  ob jek  sengketa  ada lah  merupakan  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  ;

Menimbang,  bahwa  dalam  dal i l  ekseps inya  a  quo  Tergugat  

juga  menyatakan  ob jek  sengketa  harus lah  di ta f s i r k an  

merupakan  keputusan- keputusan /pene tapan- penetapan  yang  

berka i t an  dengan  penye lenggaraan  pemi lu ,  Maje l i s  Hakim 

per t imbangkan  dengan ura ian  sebaga i  ber i ku t  ;  

Menimbang,  bahwa objek  sengketa  ada lah  merupakan  

keputusan  yang  di tu j ukan  te rhadap  Penye lenggara  Pemi l i han  

Umum in  casu  Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum Kota  Jayapura  

mengenai  pemberhent i an  dan  pengangkatan  anta r  waktu  Anggota  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kota  Jayapura  khususnya  pada  nomor  

uru t  2  atas  nama Pro f .  Dr .  La  Pona,  M.Si .  dan  bukan  

merupakan  tahapan  -  tahapan  maupun  proses  penye lenggaraan  

pemi l i han  umum sebaga imana  dal i l  Tergugat  a  quo ,  seh ingga  

menuru t  Maje l i s  Hakim  objek  sengke ta  bukan  kua l i f i k a s i  dar i  

keten tuan  Pasa l  2  huru f  g  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

mengenai  Hasi l  Pemi l i han  Umum Jo.  Sura t  Edaran  Mahkamah 

Agung  (SEMA)  Nomor  7  Tahun  2010  Tentang  Petun juk  Tekn is  

Sengketa  Mengena i  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  ura ian  te rsebu t  te lah  dapat  

d ike tahu i  secara  je l as  ob jek  atau  Sura t  Keputusan  te rsebu t  

ada lah  bentuk  t i ndakan  admin is t r a t i f  yang  di te rb i t k an  

Tergugat  berka i t an  dengan  Keanggotaan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kota  Jayapura  dan bukan  merupakan  keputusan- keputusan  

mengenai  tahapan  penye lenggaraan  pemi lu  maupun has i l  
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pengh i t ungan  suara ,  o leh  karenanya  Maje l i s  Hakim 

berkes impu lan  Sura t  Keputusan  Tergugat  (ob jek  sengketa )  

ada lah  merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dapat  

d i j ad i kan  objek  gugatan  da lam sengketa  in i  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  

te rsebu t  d i  atas  Maje l i s  Hakim  berpendapat  Ekseps i  Tergugat  

angka  (1)  yang  menyatakan  objek  sengketa  t i dak  te rmasuk  /  

bukan  merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dapat  

d iguga t  d i  Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  dinya takan  di to l a k  ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  Ekseps i  Terguga t  angka  (2 )  yang  menyatakan  

Lembaga  Komis i  Pemi l i han  Umum baik  di t i n gka t  Pusat  maupun 

Daerah  t i dak  te rmasuk  sebaga i  Badan  /  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menentukan  apakah  Lembaga  Komis i  

Pemi l i han  Umum baik  di t i n gka t  Pusat  maupun  Daerah  t i dak  

te rmasuk  sebaga i  Badan  /  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara ,  Maje l i s  

Hakim memper t imbangkan  dengan ura ian  sebaga i  ber i ku t  ;  

Menimbang,  bahwa  yang  d imaksud  Badan  /  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara  dia tu r  da lam keten tuan  Pasal  1 angka  8 Undang-

Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  yang  menyatakan  Badan  atau  Pejaba t  yang  melaksanakan  

urusan  pemer in tahan  berdasarkan  pera tu ran  Perundang- undangan  

yang  ber laku ,  dan  dar i  penje l asan  Pasa l  te rsebu t  yang  

dimaksud  urusan  pemer in tahan  ia l ah  “keg ia t an  yang  bers i f a t  

ekseku t i f ” ,  sedangkan  penger t i an  Tata  Usaha  Negara  i t u  

send i r i  ada lah  sebaga imana  dia tu r  da lam Pasa l  1 angka  7 yang  

menyebutkan  Tata  Usaha  Negara  ada lah  admin is t r a s i  negara  

yang  melaksanakan  fungs i  untuk  menyelenggarakan  urusan  

pemer in tahan  baik  di  pusat  maupun di  daerah  ;

Menimbang,  bahwa  te rka i t  dengan  objek  sengketa  yang  

di t e rb i t k an  oleh  Tergugat  ada lah  bag ian  dar i  t i ndakan  

admin is t r a s i  negara  dan bukan  melakukan  keg ia tan  dalam ranah  

pembentukan  pera tu ran  maupun  kekuasaan  mengadi l i ,  seh ingga  
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menuru t  Maje l i s  Hakim,  Tergugat  merupakan  lembaga  negara  

yang  melaksanakan  urusan  yang  bers i f a t  ekseku t i f  se laku  

Lembaga  Penye lenggara  Pemi l i h an  Umum  berdasarkan  Undang-

Undang  Nomor  22  tahun  2007  ten tang  Penye lenggara  Pemi l i han  

Umum,  oleh  karenanya  Ekseps i  Tergugat  angka  (2 )  yang  

menyatakan  Lembaga  Komis i  Pemi l i han  Umum baik  di t i ngka t  

Pusat  maupun  Daerah  t i dak  te rmasuk  sebaga i  Badan  /  Pejaba t  

Tata  Usaha Negara  dinya takan  di to l a k  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  per t imbangan  Dalam 

Ekseps i  te rsebu t  d i  atas  te l ah  menolak  se lu ruh  Ekseps i  

Tergugat ,  maka  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  penerb i t an  objek  sengketa  baik  secara  

kewenangan,  prosedur  maupun substans i nya  ;

Menimbang,  bahwa  sebe lum  Maje l i s  Hakim  menguj i  dan/a tau  

meni la i  penerb i t an  objek  sengketa  dar i  seg i  kewenangan,  

prosedur  dan substans i  Dalam  Pokok  perkaranya ,  te r l eb i h  

dahu lu  akan  dipe r t imbangkan  ten tang  kedudukan  seseorang  atau  

badan  hukum perda ta  yang  mengajukan  gugatan  d i  Pengadi l an  

Tata  Usaha  Negara  sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  53  ayat  (1 )  

Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  9 

tahun  2004  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  yang  pada  

pokoknya  d isebu tkan  bahwa  hanya  orang  atau  badan  hukum 

perda ta  yang  kepent i ngannya  d i rug i kan  oleh  suatu  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  yang  dapat  mengajukan  gugatan  dan  se la i n  

i t u  da lam  Hukum  Admin is t r a s i  d ikena l  adag ium  “ poin t  d’  

in t e res t  po in t  d’  act i on ”  ya i t u  hanya  yang  berkepen t i ngan  

yang  bisa  menggugat  ;

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Kepent i ngan  

menuru t  Pasa l  53  ayat  (1 )  te rsebu t  d i  atas  adalah  

kepent i ngan  da lam  proses  yang  bers i f a t  fo rmi l  dan/a tau  

kepent i ngan  yang  harus  di l i n dung i  o leh  hukum yang  bers i f a t  

mater i l  ;

Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  harus lah  te rdapa t  kedudukan  

Para  Penggugat  d isa tu  p ihak  dan  kedudukan  Tergugat  d ip i hak  
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la i nnya ,  kemudian  te r j ad i  keadaan  khusus  atau  per i s t i wa  

hukum yang  menimbulkan  kerug ian  bag i  Pihak  Para  Penggugat .  

Keadaan  khusus  atau  per i s t i wa  hukum dalam  Hukum Tata  Usaha  

Negara  ada lah  penerb i t an  Sura t  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

oleh  Pihak  Tergugat  d i  sa lah  satu  pihak ,  dan  di  p ihak  

la i nnya  Para  Penggugat  merasa  di rug i kan  dengan  te rb i t n ya  

Sura t  Keputusan  te rsebu t  ;

Menimbang,  bahwa  lega l  stand ing  Para  Penggugat  da lam 

sengketa  in  casu  ada lah  sebaga i  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kota  Jayapura  yang  dise lenggarakan  

oleh  Komis i  Pemi l i han  Umum Kota  Jayapura ,  sedangkan  objek  

sengketa  ada lah  Sura t  Keputusan  ten tang  pemberhent i an  dan  

pengangkatan  anta r  waktu  Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum Kota  

Jayapura  yang  di te rb i t k an  oleh  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Prov ins i  Papua in  casu  Tergugat  ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fak ta  hukum te rsebu t  d ia tas  

Maje l i s  Hakim  t i dak  mel iha t  adanya  hubungan  causa l i t a s  

anta ra  Para  Penggugat  dan  Tergugat  da lam  hal  penerb i t an  

objek  sengketa ,  karena  Para  Penggugat  bukan lah  Anggota  KPU 

Kota  Jayapura  yang  dibe rhen t i k an  anta r  waktu  dar i  

Keanggotaan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kota  Jayapura  sebaga imana  

te rcan tum  dalam  objek  sengketa ,  seh ingga  kepent i ngan  Para  

Penggugat  da lam  proses  yang  bers i f a t  fo rm i l  t i dak  te rbuk t i  

secara  hukum karena  t i dak  ada  kepent i ngan  Para  Penggugat  

yang  s i f a t nya  langsung  di rug i kan  ak iba t  te rb i t n ya  objek  

sengketa  ;

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  da lam  gugatannya  

menyatakan  bahwa  keberadaan  Pro f .  Dr .  La  Pona. ,  M.Si . ,  

sebaga i  Anggota  Antar  Waktu  Komis i  Pemi l i han  Umum Kota  

Jayapura  yang  sebe lumnya  merupakan  anggota  Bidang  

Pengga langan  Massa  dar i  Tim  Kampanye  pasangan  Drs .  Benhur  

Tomi  Mano,  M.M. ,  dan  Dr.  Nur  Alam,  S.E. ,  M.Si .  seh ingga  

berpo tens i  mencidera i  rasa  kead i l an  dan  harapan  Pemi lukada  

Kota  Jayapura  ber langsung  fa i r ,  ju j u r ,  dan independen,  da l i l  
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te rsebu t  d ise r t a i  dengan  ala t  bukt i  berupa  Sura t  Keputusan  

Koal i s i  Bangk i t  dan  Terus  Membangun  Nomor  :  002/A /K-

BTM/I I I / 2 010  Tangga l  22  Maret  2010  Tentang  Tim  Kampanye  

Pemi lukada  Kota  Jayapura  Per iode  2010- 2015  (v i de  Bukt i  P-

2)  ;

Menimbang,  bahwa  atas  da l i l  te rsebu t  Tergugat  da lam 

jawabannya  menyatakan  dar i  has i l  k la r i f i k a s i  dan  pemer iksaan  

yang  di l akukan  Tergugat  d idapa t  bahwa t i dak  benar  Pro f .  Dr .  

La  Pona. ,  M.Si .  ada lah  Tim Sukses  Koal i s i  Bangk i t  dan  Terus  

Membangun  dan  dal i l  Para  Penggugat  yang  menyatakan  

berpo tens i  mencidera i  rasa  kead i l an  dan  harapan  Pemi lukada  

Kota  Jayapura  ber langsung  fa i r ,  ju j u r ,  dan  independen  

hanya lah  bers i f a t  asumsi  dan  belum menjad i  fak ta  kebenaran ,  

da l i l  te rsebu t  d ise r t a i  dengan  a la t  bukt i  berupa  Sura t  

Keputusan  Koal i s i  Bangk i t  dan  Terus  Membangun  Nomor  :  

005/A /K- BTM/VI I / 2010  Tangga l  21  Ju l i  2010  Tentang  

Rest ruk tu r i s a s i  Tim  Kampanye  Pemi lukada  Kota  Jayapura  

Per iode  2010- 2015  (v i de  Bukt i  T- 3)  dan   Sura t  Keputusan  

Koal i s i  Bangk i t  dan  Terus  Membangun  Nomor  :  007/A /K-

BTM/XI I / 2010  Tangga l  21  Ju l i  2010  Tentang  Penetapan  Tim 

Kampanye  Pemi lukada  Ulang  Kota  Jayapura  Per iode  2011- 2016  

(v i de  Bukt i  T- 4)  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  jawab- menjawab  te rsebu t  Maje l i s  

Hakim berpendapat  bahwa sesungguhnya  sengketa  in  casu  ada lah  

mengenai  dugaan  pelanggaran  kode  et i k  yang  di l akukan  oleh  

Penye lenggara  Pemi l i han  Umum in  casu  Anggota  Antar  Waktu  KPU 

Prov in i s i  Papua atas  nama Prof .  Dr .  La Pona,  M.Si . ,  ha l  mana 

te rhadap  hal  te rsebu t  d ia tu r  leb ih  khusus  dalam  Pasal  23  

Ayat  (1 ) ,  (7 ) ,  (8 )  dan  (9 )  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Nomor  31  Tahun  2008  Tentang  Kode  Et i k  Penye lenggara  

Pemi l i han  Umum yang  menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :

Ayat  1 :

Untuk  memer iksa  pengaduan  ada/a tau  laporan  adanya  
dugaan  pelanggaran  kode  et i k  yang  di l akukan  o leh  
Anggota  KPU  Kabupaten /Ko ta ,  d iben tuk  Dewan 
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Kehormatan  KPU  Prov ins i  yang  bers i f a t  adhoc  ;

Ayat  7 :

Berdasarkan  has i l  pemer i ksaan  sebaga imana  d imaksud  
pada  ayat  (1 ) ,  Dewan  Kehormatan  KPU  Prov ins i  
menetapkan  rekomendas i  ;

Ayat  8 :
Rekomendas i  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (7 )  bers i f a t  

mengika t  ;

Ayat  9 :

KPU Prov ins i  waj ib  melaksanakan  rekomendas i  Dewan  
Kehormatan  KPU  Prov ins i .

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  23  Ayat  

(1 ) ,  (7 ) ,  (8 )  dan (9 )  a quo ,  apab i l a  di temukan  dugaan  adanya  

pelanggaran  kode  et i k  yang  di l akukan  oleh  Penye lenggara  

Pemi l i han  Umum in  casu  Anggota  Antar  Waktu  KPU Prov in i s i  

Papua  atas  nama Pro f .  Dr .  La  Pona. ,  M.Si .  harus lah  dia j ukan  

te r l eb i h  dahu lu  kepada  Dewan Kehormatan  KPU Prov ins i  Papua  

dan  se lan ju t nya  Dewan  Kehormatan  KPU  Prov ins i  Papua  

melakukan  pemer iksaan  dan  has i l  pemer i ksaannya  

di rekomendas ikan  kepada  Tergugat  untuk  d ipu tuskan  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  

te rsebu t  d i  atas  dal i l - da l i l  Para  Penggugat  da lam gugatannya  

ada lah  hal - ha l  yang  t i dak  dapat  d ia jukan  sebaga i  gugatan  

kepada  Pengad i l an ,  karena  secara  hukum t i dak  te rdapa t  adanya  

kepent i ngan  Para  Penggugat  dengan  di te rb i t k annya  ob jek  

sengketa ,  o leh  karenanya  Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  Para  

Penggugat  t i dak  memi l i k i  kepent i ngan  yang  harus  di l i n dung i  

o leh  hukum yang  bers i f a t  mater i l  ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  

te rsebu t  d i  atas  te l ah  menyatakan  Para  Penggugat  t i dak  

memi l i k i  kepent i ngan  untuk  memohon kepada  Pengad i l an  Tata  

Usaha Negara  menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  objek  sengketa ,  

Hal .  31 dar i  35 Hal .  Putusan  No.  20/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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maka te rhadap  gugatan  Para  Penggugat  d inya takan  t i dak  dapat  

d i t e r ima  ( Nie t  Ontvanke l i j k e  Verk laa rd )  ;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  gugatan  Para  Penggugat  

te lah  dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima ,  maka  mengenai  pokok  

perkaranya  t i dak  per lu  dipe r t imbangkan  lag i  ;

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  da lam  gugatannya  juga  

memohon  kepada  Pengadi l an  agar  menunda  pe laksanaan  objek  

sengketa  sampai  mempero leh  Putusan  yang  berkekua tan  hukum 

te tap ,  Maje l i s  Hakim per t imbangkan  sebaga i  ber i ku t  :

Menimbang,  bahwa  untuk  mengabu lkan  atau  menolak  

Permohonan  Penundaan  Para  Penggugat  te rsebu t ,  menuru t  

keten tuan  Pasa l  67 ayat  (4 )  Undang- Undang Nomor  5 Tahun  1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  Penundaan  dapat  

d ikabu l kan  j i k a  te rdapa t  fak ta - fak ta  ten tang  keadaan  yang  

sangat  mendesak  yang  berak iba t  kepent i ngan  Para  Penggugat  

sangat  d i rug i kan  dan  di to l a k  j i ka  te rdapa t  fak ta - fak ta  

mengenai  kepent i ngan  umum  da lam  rangka  pembangunan  

mengharuskan  di l aksanakannya  objek  sengketa  a quo  ;

Menimbang,  bahwa  dalam  per t imbangan  Maje l i s  Hakim 

sebe lumnya  menyatakan  Para  Penggugat  t i dak  memi l i k i  

kepent i ngan  dan  te rhadap  gugatan  Para  Penggugat  te lah  

dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima ,  maka  te rhadap  Permohonan  

Penundaan  Para  Penggugat  te r sebu t  t i dak  dapat  

d ipe r t imbangkan  lag i  o leh  Maje l i s  Hakim,  oleh  karenanya  

permohonan  penundaan  te rsebu t  d inya takan  di to l ak  ;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  gugatan  Para  Penggugat  

dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  maka  dengan  berpedoman pada  

keten tuan  Pasa l  110 Undang- Undang Nomor  5 Tahun  1986  t entang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  kepada  Para  Penggugat  

dibeban kan untuk  membayar  biaya  perkara  yang  besarnya  akan  

di t e ntu kan dalam amar  Putusan  in i  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  bukt i - bukt i  sura t  yang  t i dak  

dipe r t imbangkan  oleh  Maje l i s  Hakim karena  din i l a i  t i dak  ada 

re levens i  dengan  per t imbangan- per t imbangan  in  l i t i s ,  akan  

te tap  te r l amp i r  da lam  berkas  perkara  sebaga i  bag ian  yang  
32

32

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t i dak  te rp i sahkan  dengan Putusan  in i  ;

Memperhat i kan ,  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  Undang- Undang  Nomor  22  tahun  2007  ten tang  

Penye lenggara  Pemi l i han  Umum,  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  

Umum Nomor  31  Tahun  2008  Tentang  Kode  Et i k  Penye lenggara  

Pemi l i han  Umum dan  Pera tu ran  Perundang- undangan  la i nnya  yang  

berka i t an  ;

M  E  N  G  A  D  I   L  I   :

DALAM PENUNDAAN

Menolak  Permohonan Penundaan Para  Penggugat  ;

DALAM EKSEPSI

Menolak  ekseps i  Tergugat  untuk  se lu ruhnya  ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan  gugatan  Para  Penggugat  t i dak  

dapat  d i te r ima  ;

 

2. Menghukum Para  Penggugat  untuk  membayar  

b iaya  perkara  sebesar       Rp.  

551.000 , -  ( Lima  Ratus  Lima  Puluh  Satu  

Ribu  Rupiah )  ;

Demik ian  dipu tuskan  da lam  Rapat  Permusyawara tan  Maje l i s  

Hakim Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  Jayapura  pada  har i  Selasa  

tangga l  09  Agustus  2011,  yang  te rd i r i  dar i  CECKLY J.  KEREH, 

S.H. ,  se laku  Hakim  Ketua  Maje l i s ,  ERICK S.  SIHOMBING,  S.H.  

dan  MOHAMMAD IRFAN TAHIR,  S.H.  masing- masing  se laku  Hakim 

Anggota ,  Putusan  mana  diucapkan  da lam  Pers idangan  yang  

te rbuka  untuk  umum pada  har i  i t u  juga  oleh  Maje l i s  Hakim  

te rsebu t ,  dengan  diban tu  o leh  ROY E.  PARIARIBO,  S.H.  se laku  
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Pani te ra  Penggant i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura ,  

tanpa  dihad i r i  para  pihak  ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

ERICK S.  SIHOMBING,  S.H. CECKLY J.  KEREH, S.H.

 MOHAMMAD IRFAN TAHIR,  S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROY E.  PARIARIBO,  S.H.

Per inc i an  Biaya  Perkara  :

1

.

Pendaf ta ran  

Gugatan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

30.000 , -

34
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. . . . . . . . . . . . . . . . .
2

.

Panggi l an  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

510.000 , -

3

.

Matera i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

6.000 , -

4

.

Redaks i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

5.000 , -

J U M L A H Rp
.

551.000 , -

( Lima Ratus  L ima Puluh  Satu  Ribu  Rupiah )
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